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A. Struktur 
1. Contact 

a. Kontribusi (Pemerintah) 

No. Informan Tanggapan Display data Verifikasi 

1.  Dinas ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- mengkoordinir dinas dinas terkait & 
Lembaga-lembaga terkait yang tergabung 
dalam dewan ketahanan 
pangan.(sekertariat DKP) 

- Identifikasi kecamatan yang ada 
gapoktannya untuk mendapatkan 
bantuan 

- Melakukan pendampingan dan 
pemahaman kepada masyarakat sasaran 
dalam bentuk pemanfaatan pekarangan 
serta Mengkampanyekan kepada 
masyarakat untuk mengkonsumsi tidak 
hanya beras tapi juga jenis pangan 
lainnya. 

 

- Informasi Konsumsi 
pangan  

- Skill 
- Sarana  

- Penyediaan 
Sumber daya 

2.  Dinas pertanian (Ir. 
H. Sunardi Nurdin, 
M. Si) 

- Pengawasan Kondisi Kewaspadaan 
Pangan & Menyediakan pangan dalam 
kondisi rawan pangan, serta memberikan 
informasi terkait kebutuhan  irigasi lahan 
kepada kelompok tani. 

- Melakukan kordinasi dengan pihak PU 
dalam hal irigasi persawahan dan 
pembuatan jalan tani. 

- Dinas pertanian mengeluarkan Sistem 
Informasi Penyuluh 

- peningkatan produksi khususnya berupa 

- Skill 
- Informasi Produksi 

pangan 
- Informasi kebutuhan 

irigasi 
- Informasi saprodi 
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tanaman padi, jagung, kedelai. 
- Pelatihan Petani & pelaku agribisnis 

3.  Dinas Kesehatan 
(dr. hj. a. khasma 
padjalangi. m.kes) 

- Melakukan survey berkaitan dengan 
ketahanan pangan (angka Gizi buruk, 
angka stunting), mengsosialisasikan 
pangan yang bergizi.aman & seimbang. 

- Informasi pangan yang 
bergizi 

4.  Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- Membuatkan akses pertanian seperti 
irigasi dan infrastuktur jalan tani. 

- Finansial 
- Informasi kebutuhan 

infrastruktur pertanian 

5.  Dinas perdagangan - Melakukan penguatan ekonomi serta 
menjaga stabilitas harga dipasar 

- Informasi tentang 
stabilitas harga dan 
kemampuan pelaku 
ekonomi. 

6.  Dinas koperasi, 
Usaha kecil & 
menengah (Yusuf, 
S. Ip. M.H) 

- Terlibat dalam pengolahan & 
pengemasan produk hasil olahan dari 
kelompok tani,  

- berperan dalam mengelola simpan 
pinjam produk pangan masyarakat, 
serta terlibat menyiapkan modal kepada 
kelompok tani. 

 
- Peningkatan skill 
- Peningkatan 

kemampuan 
manajemen. 

- Penyediaan modal 

7.  Penyuluh (Erni 
Bayani) 

- Tugas tim penyuluh selain narasumber, 
pendampingan, fasilitator juga sebagai 
tim verifikasi kelompok sasaran. 

- Mengadakan pelatihan-pelatihan 
kepada kelompok sasaran. 

- Informasi 
- Skill 

8.  Bulog (Anwar Halim) - Menjaga stabilitas harga gabah 

- Membeli dan menampung beras dari 
petani dengan harga pemerintah & 
menjamin ketersediaan beras. 

- Jaminan harga beras 
dan ketersediaan 
beras 
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Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1 Toko Tani 
Indonesia 

- Membeli hasil pertanian  
- Menyediakan hasil pertanian untuk 

masyarakat 
- Distribusi pupuk bersubsidi 
 

- Sirkulasi pangan 
- Distribusi pupuk 

- Skill 
- Penyedia, 

distributor, dan 
penerima sumber 
daya 

 2 LPP Bone Memberdayakan perempuan dan 
Melakukan pelatihan  kepada perempuan 
untuk mandiri. 

keterampilan/skill 

 
Community Based Organisation 

No. Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1.  Kelompok Wanita  
Tani 

- Penanaman sayur sayuran di 
pekarangan rumah utnuk oemenuhan 
kebutuhan pangan keluarga 

- Mengolah produk pangan lain seperti 
umbi umbian untuk di konsumsi 
dikeluarga 

- Membuat konsumsi pangan yang 
seimbang, bergizi dan aman utnuk 
keluarga 

- Tenaga 
- Lahan  

- Partisipasi 
 

2.  Gapoktan - Menjadi kordinator untuk kelompok 
kelompok tani. 

- Memfasilitasi penyampaian informasi 
yang didapat dari dinas maupun 
penyuluh kepada anggota gapokktanya 
begitu juga sebaliknya 

- Fasilitator 
- Motivator 
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- Menjelaskan kembali kepada anggoata 
gapoktannya dalam hal ini kelompok 
tani lainnya terkait materi pelatihan 
yang telah diikuti. 

- Memberikan arahan dan semangat 
motivasi kepada kelompok kelompok 
tani. 

3.  Gempita  - Memberikan informasi terkait kondisi 
lahan kepada dinas tekait. 

- Mendemonstrasikan penggunaan 
teknologi pertanian baru kepada 
kelompok tani 

- Informasi 
- Teknologi 

 

 
 

b. Durasi (Kelompok Penyelenggara) 

No. Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1.  Dinas ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- Sudah saling mengenal sebelum 
tergabung dalam dewan ketahanan 
pangan.  

- sudah ada interaksi baik secara 
individu maupun  secara 
kelembagaan. 

- Intensitas interaksi tinggi - Durasi tinggi. 
 

 

2.  Dinas pertanian (Ir. H. 
Sunardi Nurdin, M. 
Si) 

- Sudah saling mengenal sebelum 
tergabung dalam dewan ketahanan 
pangan.  

- sudah ada interaksi baik secara 
individu maupun  secara 
kelembagaan. 

- Intensitas interaksi tinggi  

3.  Dinas Kesehatan (dr. 
hj. a. khasma 

- Sudah saling mengenal sebelum 
tergabung dalam organisasi dewan 

- Intensitas interaksi tinggi  
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padjalangi. m.kes) ketahanan pangan dengan kepala 
kepala dinas yang terkait 

- sudah ada interaksi baik secara 
individu maupun  secara 
kelembagaan. 

4.  Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- Sudah saling mengenal sebelum 
tergabung dalam dewan ketahanan 
pangan.  

- sudah ada interaksi baik secara 
individu maupun  secara 
kelembagaan. 

- Intensitas interaksi tinggi  

5.  Dinas perdagangan - Sudah saling mengenal sebelum 
tergabung dalam dewan ketahanan 
pangan.  

- sudah ada interaksi baik secara 
individu maupun  secara 
kelembagaan. 

      Intensitas interaksi tinggi  

6.  Dinas koperas, Usaha 
kecil & menengah 
(Yusuf, S. Ip. M.H) 

- Sudah saling mengenal sebelum 
tergabung dalam dewan ketahanan 
pangan.  

- sudah ada interaksi baik secara 
individu maupun  secara 
kelembagaan. 

     Intensitas interaksi tinggi  

7.  Dinas Peternakan 
(drh. Aris handono 

- Sudah saling mengenal sebelum 
tergabung dalam dewan ketahanan 
pangan.  

- sudah ada interaksi baik secara 
individu maupun  secara 
kelembagaan. 

Intensitas interaksi tinggi 

8.  Penyuluh (Erni - Kenal tetapi interaksinya kurang.  - Intensitas rendah 
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Bayani) - Setelah tergabung dalam ketahanan 
pangan, kalau untuk kepala dinasnya 
jarang komunikasi langsung. Biasaya 
dengan kepala bagian program 

9.  Bulog (Anwar Halim) - Sudah saling mengenal sebelum 
tergabung dalam dewan ketahanan 
pangan.  

- sudah ada interaksi baik secara 
individu maupun  secara 
kelembagaan. 

Intensitas interaksi tinggi  

 
  
    Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1 Toko Tani 
Indonesia (Junardi) 

- Kenal dengan beberapa kepala dinas, 
tetap tidak akrab.  

- Setelah tergabung dalam dewan 
ketahanan pangan, interaksi juga tidak 
kesemua kepala dinas, hanya ke dinas 
dinas tertentu. 

Intensitas Interaksi rendah Durasi rendah 

2 LPP Bone ( - Kenal dengan beberapa kepala dinas, 
tetap tidak akrab.  

- Setelah tergabung dalam dewan 
ketahanan pangan, interaksi juga tidak 
kesemua kepala dinas, hanya ke dinas 
dinas tertentu. 

Intensitas Interaksi rendah 
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Community based Organization 

No. Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1.  Kelompok Wanita  
Tani 

- Interaksi pertemuan dengan dinas 
terbatas. Jarang ada pertemuan kalau 
tidak ada program 

- Pertemuan dengan dinas terkait 
dilakukan berdasarkan program.  

- pertemuan khusus seperti dalam 
bentuk konsultasi.  

- Intensitas interaksi 
rendah 

- Durasi Rendah 

2.  Gapoktan 
(Muksono) 

- Interaksi pertemuan dengan dinas 
terbatas. Jarang ada pertemuan kalau 
tidak ada program 

- Pertemuan dengan dinas terkait 
dilakukan berdasarkan program.  

- Berinteraksi dengan Pemerintah 
setempat, tim penyuluh, Babinsa 
dan kepala Desa (Tudangsipulung) 
yang merupakan pertemuan 
tahunan. 

- Intensitas interaksi 
rendah 

3.  Gempita  - Pertemuan dengan dinas terkait 
dilakukan berdasarkan program.  

- Berinteraksi dengan Pemerintah 
setempat, tim penyuluh, Babinsa 
dan kepala Desa (Tudangsipulung) 
yang merupakan pertemuan 
tahunan. 

- Intensitas interaksi 
rendah 
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c. Utilitas Pemerintah 
 

No. Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1.  Dinas ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- Ada kegiatan produktif yang bisa 
dilakukan oleh ibu ibu rumah 
tangga. 

- Bisa memenuhi paling tidak 
kebutuhan pangan sehari hari dari 
hasil pemanfaatan pekarangan 
rumah 

- Kemampuan ibu rumah tangga 
untuk menganekaragamkan 
konsumsi pangan yang dimakan 
sehari hari dari hasil pemanfaatan 
pekarangan rumah. 

- Pengetahuan tentang 
penganekaragaman 
pangan yang bergizi 
aman dan seimbang.  
 

- Peningkatan Skill 
- Ketersediaan 

Informasi 

2.  Dinas pertanian (Ir. 
H. Sunardi Nurdin, 
M. Si) 

- Dilakukan sosialisasi terkait varian 
benih dan bibit yang unggul 

- Dimudahkan didalam pengolahan 
lahan sawah mulai dari awal tanam 
sampai selesai tanam dengan 
adanya bantuan teknologi pertanian 

- Dilakukan pelatihan dan studi 
banding dengan melibatkan petani 

 

- Informasi terkait varian 
benih dan bibit unggul 

- Informasi terkait 
penggunaan teknologi 
pertanian yang baru 

- Keterampilan petani 
 

3.  Dinas Kesehatan 
(dr. hj. a. khasma 
padjalangi. m.kes) 

- Diberikan informasi terkait 
kandungan gizi pangan yang 
dikonsumsi sehari hari. 

- Diberikan informasi terkait cara 
penanggulangan stunting dan gizi 
buruk 

- Informasi 
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4.  Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- Dibuatkan irigasi untuk lahan 
sawah yang tadah hujan 

- Diberikan bantuan pompa air 
untuk pompanisasi persawahan 

- Dibuatkan jalan tani untuk 
memudahkan petani dalam 
menjangkau dan mengangkut 
jalan tani.  

Infrastruktur pertanian 

5.  Dinas perdagangan - Memberikan Kepastian harga 
kepada petani.  

- Menjamin ketersediaan pangan 
untuk masyarakat. 

- informasi 

6.  Dinas koperasi, 
Usaha kecil & 
menengah (Yusuf, 
S. Ip. M.H) 

- diberikan skill kepada kelompok tani 
dalam bentuk pelatihan terkait 
bagaimana  pengolahan & 
pengemasan produk  

- meminjamkan modal usaha 
kepada kelompok masyarakat 
yang mau berusaha.  

- Keterampilan/ skill 
-  

7.  Penyuluh (Erni 
Bayani) 

- Mendapingi kelompok mulai dari 
pembuatan proposal sampai sampai 
ada kegiatan dan produk yang 
dihasilkan oleh kelompok 

- menyampaikan informasi dari dinas 
kepada kelompok sasaran 

- informasi  
- skill 

8.  Bulog (Anwar Halim) - membeli gabah dari hasil panen 
kelompok.  

- Memerikan kepastian harga kepada 
petani 

- Informasi 
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Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

 
1 

Toko Tani 
Indonesia 

- Tersedianya pupuk subsidi dengan distribusi 
yang merata 

- Tersedianya hasil pangan dengan harga 
terjangkau 

- Tersedianya tempat menjual hasil pangan. 

- Jaminan ketersediaan pupuk 
subsidi 

- Jaminan harga penjualan dan 
pembelian 

- Stabilitas 
pangan 

- Kapasitas 
petani 

 

2 LPP Bone Perempuan memiliki kesibukan melalui 
pemberdayaan, mendapatkan pelatihan menjadi 
perempuan mandiri 
 

- Partisipasi perempuan  
- Perempuan mandiri 

 
Community based Organisation 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1.  Kelompok Wanita  
Tani 

 
- Tersedianya keanekaragaman pangan 

untuk keluarga yang bergizi dan 
seimbang 

- Tersedianya wadah bagi perempuan 
untuk meningkatkan kapasitas dan 
ekonomi keluarga 

- Gizi keluarga terpenuhi 
- Meningkatnya ekonomi 

keluarga 

- Peningkatan kapasitas 
dan kesejahteraan 
petani 

2.  Gapoktan - Tersedianya wadah bagi petani untuk 
memperoleh bantuan dan pembinaan  
dari pemerintah. 

- Tersedianya wadah bagi kelompok tani 
untuk meningkatkan produksi pertanian. 

- Akses memperoleh 
bantuan dari pemerintah 

- Meningkatnya produksi 

3.  Gempita  - Tersedianya wadah bagi pemuda untuk 
berpartisipasi dalam peningkatan 
produksi pertanian dan penerapan 

- Lapangan kerja baru 
bagi pemuda 

- Penerapan teknologi 
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teknologi pertanian. 
 

pertanian 

 
2. Trust 

1. Kepercayaan pada perjanjian (Agreement trust) 

No. Informan Tanggapan Display Verifikasi 

 
1.  

Dinas ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- Dinas ketahanan pangan menjalankan 
program kebijakan diversifikasi 
pangan. Yaitu bagaimana 
menganekaragamkan konsumsi 
pangan bagi masyarakat. 

- Kamudian juga program tentang 
pemanfaatan pekarangan rumah. 
Setidaknya tujuannya adalah untuk 
memenuhi pangan keluarga. Jumlah 
KWT yang terbentuk sampai sakarang 
ini sebanyak 186 Kelompok, tapi 
memang tidak semuanya aktif. Ini 
menjadi PR kami kedepannya.  

- Kalo bicara tingkat konsumsi beras, 
kendala kami adalah sulitnya untuk 
mengubah pola pikir masyarakat. Kita 
disini suah kalo tidak makan nasi, tapi 
kedepan akan terus di lakukan upaya 
upaya. Pelan pelan kita lakukan.  

 

- Pelaksanaan 
diversifikasi pangan 
dan pemanfaatan 
pekarangan rumah 

- KWT yang terbentuk 
sebanyak 179 
kelompok , tidak 
semuanya aktif. 

- Tingkat Konsumsi 
beras masih tinggi. 

- Implementasi 
program belum 
efektif. 
 

2.  Dinas pertanian (Ir. 
H. Sunardi Nurdin, 
M. Si) 

- Dalam peningkatan produksi 
pertanian, kami memberikan bantuan 
peralatan pertanian kepada kelompok 
tani. Tidak semua kelompok tani di 

- Melaksanakan 
kontrak sesuai 
perjanjian 

- Bantuan sarana 
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berikan bantuan karena memang juga 
terbatas dari segi anggaran. 

- Tingkat produksi pangan untuk 
beberapa tahun terkahir meningkat. 
Produksi itu sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan petani, mulai dari 
menaman sampai kemudian panen. 
Masalah  kita disini adalah bduaya 
tanam yang masih sering 
menggunakan sistem tanam hambur 
sehingga mengakibatkan produksi 
rendah. 

- Pupuk juga menjadi kendala. 
Permasalahan di bone ini salah 
satunya adalah pupuk, pupuk 
bersubsidi itu diperebutkan , bahkan 
sampai ada yang berkelahi karena 
pupuk subsidi.   

pertanian 
- Produksi pangan 

mengalami 
peningkatan 
walaupun tidak 
signifikan 

- Budaya tamam 
hambur masih 
dilakukan petani 

- Pupuk bersubsidi 
maish belum 
memenuhi 
kebutuham 
masyarakat 

3.  Dinas Kesehatan (dr. 
hj. a. khasma 
padjalangi. m.kes) 

- Sosialisasi terus dilakuakn terkait 
dengan pangan bergizi. Dan 
memberikan pemahaman kepada 
masyarakat untuk pencegahan 
stunting dari keluarga. 

- Kabupaten Bone sebagai salah satu 
kabupaten dengan tingkat angka 
stunting yang tinggi.  

- Gizi buruk di beberapa kecamatan 
juga masih di temukan. 

- Melaksanakan kontrak 
sesuai perjanjian 

- Sosialisasi terkait 
pangan bergizi dan 
upaya pencegahan 
stunting 

- Kabupaten bone masih 
tinggi angka stunting 
dan gizi buruk masih 
ada.  

4.  Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 

- Pembuatan irigasi pertanian dan 
pembuatan akses jalan tani sebagai 

- Melaksanakan kontrak 
sesuai perjanjian 
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S.T., M.Si.) upaya untuk peningatan produksi 
pangan 

- Tingkat produksi pertanian belum 
mengalami peningkatan secara 
signifikan. 

- Irigasi dan jalan tani 
dilakukan sebagai 
upaya peningkatan 
produksi pertanian 

- Produksi pertanian 
masih rendah 

 

5.  Dinas perdagangan - Masih banyak yang menjual padinya 
ke tengkulak dari luar. Sulit juga 
untuk membendung itu karena harga 
yang tengkulak tawarkan itu kadang 
lebih tinggi. Tidak bisa juga kita 
salahkan petani.  

- Sesuai perjanjian 
- Masih banyak 

tengkulak yang masuk 
dan membeli pangan. 

6.  Dinas koperasi, 
Usaha kecil & 
menengah (Yusuf, S. 
Ip. M.H) 

- Melakukan Koordinasi sesuai 
Kesepakatan/perjanjian serta terus 
mengikuti pertemuan sidang sekali 
setahun dalam Dewan ketahanan 
pangan. 

- Beberapa produk olahan kelompok 
wanita tani sudah ada. Kita bantu 
dari segi pengemasan dan 
pelabelan. 

- Diupayakan untuk produknya bisa 
masuk ke swalayan. 

- Sesuai perjanjian 
- Ada produk hasil olahan 

kelompok wanita tani 
yang sudah dikemas 
dan diupayakan untuk 
masuk ke swalayan 
swalayan. 

 

7.  Penyuluh - Melaksanakan program sesuai 
Kesepakatan/perjanjian serta 
mengikuti pertemuan sidang sekali 
setahun dalam Dewan ketahanan 
pangan. 

- Pendampingan dan pelatihan terus 

- Melaksanakan kontrak 
- Keterbatasan 

sumberdaya penyuluh 

-  
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dilakukan oleh penyuluh, baik 
penyuluh di tingkat kabupaten 
maupun menyuluh di tingkat 
kecamatan. 

- Belum efektif dalam pelaksanaan 
tugas karena terbatas. 1 penyuluh 
bisa menaungi 3-4 kelompok. Padahal 
harusnya 1 kecamatan 1 pendamping.  

8.  Bulog - Bulog menjaga stabilitas harga 
pangan. 

- Banyak tengkulak yang masuk ke 
bone untuk membeli gabah petani.  

- Tidak bisa mengontrol dan mencegah 
tengkulak untuk masuk membeli 
gabah dari petani karena sudah ada 
standarisasi harga.  

- Pasokan beras di bulog tidak stabil 
 

- Melaksanakan kontrak 
- pasokan beras tidak 

stabil 

-  

 
Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1 Toko Tani 
Indonesia 

- menjual gabah kepada masyarakat yang dibeli 
dari kelompok tani dengan harga yang sudah 
ditentukan 

- mendistribusikan pupuk subsidi yang masih 
langka dan terbatas untuk  memenuhi 
kebutuhan petani.  

- Terlaksana sebagai distributor 
pangan 

- Pupuk bersubsidi masih belum 
merata di masyarakat.  

Pelaksanaan 
kegiatan belum 
efektif 

2 LPP Bone - Pendampingan yang dilakukan kepada 
kelompok wanita tani sudah berjalan.  

- belum menyentuh semua 
kelompok wanita tani 
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Community Based Organisation 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1  Kelompok Wanita  
Tani 

- kelompok yang mendapatkan bantuan 
harus memasukkan proposal terlebih dulu 

- Bantuan yang diberikan seperti benih, dan 
bibit untuk di tanam di pekarangan rumah. 

- Beberapa dari anggota kelompok tidak 
aktif. 

- pengembalian bantuan ketika kelompok 
tidak aktif. 

- Banyak KWT yang tidak aktif.  
- Konsumsi pangan yang belum beragam.  
- Angka gizi buruk masih tinggi. 

- KWT memperoleh bantuan 
- Tujuan dari program belum 

efektif.  

Pencapaian Tujuan dari 
program belum efektif. 

2  Gapoktan - diberikan berupa alat alat teknologi 
pertanian dan bantuan bibit unggul 

- peningkatan produksi pertanian yang 
belum signifikan.  

- Gempita memperoleh 
bantuan 

- Tujuan dari program 
belum efektif 

3  Gempita  - Bantuan yang diberikan berupa alat alat 
teknologi pertanian. 

- Partipasi pemuda masih kurang 
 

- Pelibatan pemuda belum 
maksimal.  

 
2. Manfaat Kekuatiran (Benefit of doubts) 

No. Informan Tanggapan Display Verifikasi 

 
1.  

Dinas Ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- Ikut dalam penyelesaian permasalahan 
kerawanan pangan. 

- Untuk rapat dewan ketahanan pangan 
sendiri belum, baru pertemuan sekali 

- Pastisipatif dalam rapat tinggi 
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yang sidang itu. Rapat dengan dinas 
pertanian, biasanya dilakukan di dinas 
pertanian biasa juga dilaksanakan di 
dinas katahanan pangan. Dihadiri oleh 
penanggung jawab program dari 
masing masing dinas. Rapat ini 
membahas aktivitas apa yang akan 
dilakukan, kemudian melakukan 
evaluasi. 

- Pelaporan kegiatan bulanan kepada 
bupati melalui bappeda 

- Belum ada evaluasi yang dilakuakn 
oleh dewan ketahanan pangan 

- Kegiatan kunjungan bersama ke 
daerahi rawan pangan.  

 

2.  Dinas Pertanian (Ir. H. 
Sunardi Nurdin, M. 
Si) 

- Mengatasi kerawanan pangan dengan 
membuat program bersama dengan 
dinas ketahanan pangan, dan 
mengajak pemuda untuk ikut terlibat. 

- Kegiatan Pembinaan Petani dan Pelaku 
Agribisnis  

- Diadakan rapat beberapa kali 
membahas tentang  rencana kegiatan. 
Dinas pertanian yang mengundang 
dinas dinas terkait. Bukan rapat 
kordinasi dewan ketahanan pangan. 

- Pertemu dan di dwan baru sekali. 

Partisipatif dalam rapat -  

3.  Dinas Kesehatan (Dr. 
Hj. A. Khasma 

- Saling memberikan kontribusi untuk 
menangani permasalahan kerawanan 

Partisipatif dalam rapat -  
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Padjalangi. M.Kes) pangan. 
- Kordinasi dengan dinas PU untuk 

pembuatan akses air bersih.  
- Melaporkan ke pimpinan kurangnya 

tenaga tenaga kesehatan yang 
memadai di desa; 

- Rapat dikantor dinas kesehatan, turut 
hadir dari penyuluh, dan perwakilan 
dari dinas PU.  

4.  Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- Mengatasi kerawanan pangan 
dengan membuat program bersama 
dengan dinas ketahanan pangan, dan 
mengajak pemuda untuk ikut terlibat. 

- fasilitas dasar seperti akses listrik 
sampai ke desa 

- ikut rapat di dinas pertanian. 

Partisipastif dalam 
rapat 

-  

5.  Dinas Perdagangan  -  -  
6.  Dinas Koperas, Usaha 

Kecil & Menengah 
(Yusuf, S. Ip. M.H) 

- Terlibat dalam penanganan 
kerawanan pangan dengan 
Memberikan bantuan sosial, bantuan  
modal untuk kelompok UMKM 
sehingga kelompok bisa produktif 

- Dilakukan pelatihan dan 
pendampingan kepada kelompok.  

Partisipatif dalam 
rapat 

-  

7.  Penyuluh - Ikut serta dalam program yang 
dilakukan oleh dinas dinas terkait,. 

Partisipatif dalam 
rapat 

-  

8.  Bulog -   -  
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Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

3 Toko Tani 
Indonesia 

- Ikut pertemuan dengan gapoktan yang 
mendapat bantuan BUPM.   

- tinggi Tinggi 

4 LPP Bone - Ikut pertemuan di dinas dalam kaitannya 
dengan pemberdayaan perempuan 

- tinggi 

 
 
Community Based Organisation 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

4  Kelompok Wanita  
Tani 

- beberapa kali diikutkan pertemuan 
yang dilakukan di dinas 

- penyuluh biasanya dua  kali berkunjung 
dalam sebulan 

-  
 tinggi 

tinggi 

5  Gapoktan - biasa di undang ke dinas dinas.  
- Diikutkan untuk meninjau gapoktan lain, 

dan saling menginformasikan terkait 
program yang dilakukan dan bagaimana  
hasilnya 

- tinggi 

6  Gempita    
 
 

3. Realibilitas (Realibity) 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

 
1.  

Dinas Ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- Yang disepakati dalam dinas 
ketahanan pangan, kami 
bertanggung jawab salah8 

- konsumsi pangan 
belum beragam 
(masih 

- Pelaksanaan 
program belum 
efektif  
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satunya pada 
penganekaragaman konsumsi 
pangan 

- Pelaksanaan program 
dikembalikan kepada dinas 
masing masing untuk 
melaksanakan. 

- Pangan yang di konsumsi 
berdasarkan pola pangan 
harapan belum maksimal 
karena data menunjukkan 
pangan masih belum beragam 

 

mendominasi satu 
jenis pangan) 
 

2.  Dinas Pertanian (Ir. 
H. Sunardi Nurdin, 
M. Si) 

- Tugas dinas pertanian, yaitu 
meningkatkan produksi pangan 
lokal. (Pajale) 

- Memang baru beberapa yang 
dapatkan  bantuan. Diusahakan 
kedepan dpatkan bantuan 

- Hasilnya, mengalami 
peningkatan. Peningkatannya 
belum terlalu signigikan karena 
masih ada beberapa kendala 

- Tingkat produksi 
pangan untuk 
Pajale masih 
rendah 

-  

3.  Dinas Kesehatan (Dr. 
Hj. A. Khasma 
Padjalangi. M.Kes) 

- Masih ada angka stunting dan 
gizi buruk 

- Kami ditugaskan untuk terus 
melakukan sosialisasi pangan 
sehat ke daerah daerah yang 
rawan pangan. 

- Angka gizi buruk 
masih tinggi 

-  

4.  Dinas Pekerjaan - Terkait infrastruktur seperti - Infrastruktur -  
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Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

perbaikan jalan. 
- Kami sudh menganggrkan 

setiap tahunnya untuk 
perbaikan jalan jalan prioritas 

pertanian belum 
memadai 

5.  Dinas Perdagangan - Informasi harga pangan 
nasional selalu di update. 

- Bantuan Badan Usaha 
pangan masyarakat juga 
sudah ada, tapi baru 
beberapa kelompok yang 
dapat. 

- terealisasi -  

6.  Dinas Koperas, 
Usaha Kecil & 
Menengah (Yusuf, S. 
Ip. M.H) 

- Adanya usaha kreatif 
masyarakat. Tahun ini 
bertambah sebanyak 13.228. 
untuk jenis usaha belum 
banyak yang bergerak dalam 
bidang olahan produk 
unggulan. Sehingga kedepan 
itu yang akan di genjot.  

- terealisasi -  

7.  Penyuluh - Terlibat dalam kegiatan dinas 
kaitannya dengan kelompok 
sasaran.    

- mendapingi kelompok 

- SDM masih belum 
memadai 

-  

8. Bulog  - Laporan stok pasokan pangan  - terealisasi -  
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Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

3 Toko Tani 
Indonesia 

-  Ada 8 gapoktan yang menjual berasnya ke 
toko tani, yang nanti akan dibeli oleh 
masyarakt dengan harga dibawa harga pada 
umumnya.  

- Distributor pangan hasil BUPM 
terealisasi 

       efektiif 

4 LPP Bone - kegiatan pelatahan 2 kali dalam setahun 
untuk meningkatan kemandirian perempuan 

- tujuan terealisasi 

 
Community Based Organisation 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

7  Kelompok Wanita  
Tani 

- tingkat konsumsi beras masih tinggi, 
melampai pola pangan  harapan 

- tujuan kebijakan belum 
sepenuhnya terealisasi 

Belum efektif 

8  Gapoktan - aktivitas gapoktan berjalan, bantuan alat 
teknologi pertanian pasca panen masih 
di butuhkan. 

- Bantuan yang diberikan 
belum memadai. 

9  Gempita  -  -  
 

4. Ketiadaan Perilaku oportunis (The absence of Oportunistic) 

No. Informan Tanggapan   

 
1  

Dinas Ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- Menyepakati keputusan dalam dewan 
ketahanan pangan 

- Pelaksanaan upaya percepatan 
penganekaragaman pangan. 

- Diadakan pelatihan 
- Mengalokasikan anggaran untuk 

pelaksanaan program diversifikasi 

- Program berjalan 
- Pencapaian tujuan 

belum efektif 

- Tidak ada. 



244 
 

pangan 
 

2  Dinas Pertanian (Ir. H. 
Sunardi Nurdin, M. 
Si) 

- Melaksanakan program yang telah 
disepakati dalam dinas ketahanan 
pangan 

- memberikan bantuan ke kelompok tani 
untuk peningkatan produksi pertanian 

- pelatihan  pelaku agribisnis 
- mengalokasikan anggaran untuk 

batuan kelompok dan pelatihan 
agribisnis 

 
 

- Program berjalan 
- Pencapaian tujuan 

belum efektif 

3  Dinas Kesehatan (Dr. 
Hj. A. Khasma 
Padjalangi. M.Kes) 

- melakukan sosialisasi terkait 
pangan yang bergizi seimbang dan 
aman dikonsumsi. 

- Mengalokasikan anggaran untuk 
perbaikan gizi pangan masyarakat  
 

- Program berjalan 
- Pencapaian tujuan 

belum efektif 

4  Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- membuat infrastruktur pertanian 
- mengalokasikan anggaran untuk 

pembuatan infrastruktur.  

- Program berjalan 
- Pencapaian tujuan 

belum efektif 

5  Dinas Perdagangan - menginformasikan harga 
- program peningkatan dan 

pengembangan ekspor beras 

- Program berjalan 
- Pencapaian tujuan 

belum efektif 

6  Dinas Koperas, Usaha 
Kecil & Menengah 
(Yusuf, S. Ip. M.H) 

- Peningkatan jumlah UMKM - Program berjalan 
- Pencapaian tujuan 

belum efektif Program 
berjalan 

- Pencapaian tujuan 
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belum efektif 

7  Penyuluh - Mendampingi kelompok - Program berjalan 
- Pencapaian tujuan 

belum efektif 
8  Bulog - Menyediakan stok pasokan beras 

darah 
- Program berjalan 
- Pencapaian tujuan 

belum efektif 
 
 
Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1.  Toko Tani 
Indonesia 

-  Mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada 
masyarakat menengah kebawah 

- berjalan Tidak ada 

2.  LPP Bone - melakukan pendampingan - berjalan 
 
Community Based Organisation 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1  Kelompok Wanita  
Tani 

Banyaknya kelompok yang terbentuk tapi 
tidak melaksanakan program 

  Tidak efektif ada 

2  Gapoktan Beberapa kelompok tani tidak aktif Tidak efektif 
3  Gempita    

 
5. Kepercayaan pada Kemauan Baik (Goodwill trust) 

No. Informan Tanggapan   

 
1.  

Dinas Ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- Dewan ketahanan pangan sebagai 
forum bersama dalam 
penyelesaian permasalahan 

- konsumsi pangan 
masyarakat masih belum 
beragam 

- pencapaian kebijakan 
ketahanan pangan 
belum efektif 
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pangan. Dilakukan program 
percepatan penganekaragaman 
konsumsi pangan. Pada 
pelaksanaan program masih 
terkendala pada pola pikir 
mayarakat. 

2.  Dinas Pertanian (Ir. H. 
Sunardi Nurdin, M. 
Si) 

- Berdasarkan rapat dewan 
ketahanan pangan, sudah lakukan 
penunjukan yang disepakati secara 
bersama sama. dinas pertanian 
malakukan upaya peningkatan 
produksi pangan lokal yaitu Pajale. 

- Kita tingkan produksi pangan 
dnegan meberikan bantuan, 
mengangarkan anggaran APBD 
untuk peningkatan produksi 
pertanian. 

 

- Produktivitas pangan 
lokal masih rendah 

-  

3.  Dinas Kesehatan (Dr. 
Hj. A. Khasma 
Padjalangi. M.Kes) 

- Upaya perbaikan gizi pangan 
masyarakat selalu kita lakukan. 

- Sosialisasi pangan yang bergizi. 
- Akses terhadap air bersih. 

- Angka gizi buruk dalam 
tiga tahun terakhir 
meningkat 

-  

4.  Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- Peningkatan akses infrastruktur 
jalan. 

- Mengalokasi anggaran untuk 
perbaikan jalan 
 

- Masih Terbatasnya 
akses infrastruktur ke 
pelosok rawan pangan 

-  

5.  Dinas Perdagangan - Masih banyak tengkulak yang 
masuk ke kabupaten bone untuk 
membeli beras. 

- Belum efektif 
pengawasan 

-  
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6.  Dinas Koperas, Usaha 
Kecil & Menengah 
(Yusuf, S. Ip. M.H) 

- UMKM yang berfokus pada pangan 
lokal masih kurang 

- Pengolahan potensi 
lokal masih kurang 

-  

7.  Penyuluh - Terbatasnya sumberdaya dalam 
pendampigan. 

- Penyuluh tidak 
memadai 

-  

8.  Bulog - Menjaga kestabilan pasokan dan 
harag beras   

- terealisasi -  

 
Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1  Toko Tani 
Indonesia 

-  Pupuk bersubsidi terbatas, belum mampu 
memenuhi kebutuhan kelompok. 

- Belum efektif Belum efektif 

2  LPP Bone -  -  
 
 
Community Based Organisation 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1 Kelompok Wanita  
Tani 

 Masih terbatasnya bantuan yang diberikan.  Terbatasnya bantuan Belum efektif 

2 Gapoktan Masih terbatasnya bantuan yang 
diberikan. 

Terbatasnya bantuan 

3 Gempita    
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3. Sharing informasi (Jenis Informasi) 
Pemerintah 

No. Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1 Dinas 
Ketahanan 
Pangan (Ir. H. 
Andi Arsal 
Achmad) 

 
- Laporan harga pangan yang selalu 

terupdate setiap minggu. 
- Laporan pola pangan harapan (PPH 

kabupaten Bone) 
- Neraca bahan makanan Kabupaten Bone 
- Laporan SKPG bulanan 
- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 

di Kabupaten Bone 
- Laporan Cadangan Pangan Pemerintah  

- Cakupan Informasi 
Luas 

- Luas dan 
beragam 

2 Dinas 
Pertanian (Ir. 
H. Sunardi 
Nurdin, M. Si) 

-  
- Informasi Jumlah KWT, Kelompok Tani, 

Gapoktan dan Gempita 
- Informasi jenis bantuan kepada kelompok 
- Informasi tentang luas lahan, produksi dan 

produktivitas 
- Informasi terkait tanaman unggulan kab 

bone 
- Laporan tahunan tentang tingkat produksi 

pertanian (pajale) 
- Laporan Alsintan (laporan mesin 

pertanian) 

- Cakupan informasi 
Luas 

3 Dinas 
Kesehatan (Dr. 
Hj. A. Khasma 
Padjalangi. 

- Laporan Hasil survei tentang kondisi 
kesehatan pangan daerah kabupaten 
bone 
 

- Cakupan informasi 
Luas 
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M.Kes) 

4 Dinas 
Pekerjaan 
Umum (H. 
Askar, S.T., 
M.Si.) 

-  
- Lapoaran tentang kondisi infrastruktur 

jalanan, akses ke desa desa, 

- Cakupan informasi 
Luas 

5 Dinas 
Perdagangan 

- Informasi tentang bantuan Usaha Pangan 
Masyarakat.  

- Informasi harga pangan 

- Cakupan informasi 
Luas 

6 Dinas 
Koperasi, 
Usaha Kecil & 
Menengah 
(Yusuf, S. Ip. 
M.H) 

- Informasi cara pengolahan, pengemasan 
dan terkait pemasaran produk olahan 
pangan 

- Data kelompok umkm  

- Cakupan informasi 
Luas 

7 Penyuluh - Informasi terkait teknologi baru, kemudain 
mendemostrasikan kepada kelompok 
sasaran 

- Informasi terkait program dinas. Karena 
penyuluh membantu semua program dinas 
kaitannya dengan ketahanan pangan 

- Cakupan informasi 
Luas 

8 Bulog - Laporan tahunan pasokan beras 
- Laporan bulanan stok tahunan beras. 

- Cakupan informasi 
Luas 
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 Non Pemerintah 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Community Based Organisation 

 
 

No.  Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1.  Toko Tani Indonesia -  Informasi harga dan ketesediaan beras BUPM - Luas      sempit 

2.  LPP Bone -   

NO Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1. Kelompok Wanita  Tani - Informasi terkait ketersediaan lahan 
pekarangan 

- Informasi terkait aktivitas kelompok 

- Luas Luas  

2. Gapoktan - Informasi terkait aktivitas anggota 
kelompok tani,  

- Informasi terkait jenis hama  
- Informasi terkait perkembangan 

tanaman pangan 
- Informasi terkait benih unggul 

- Luas  

3. Gempita  - Informasi terkait lahan kosong. 
- Informasi terkait penggunana 

teknologi pertanian. 

- Luas  
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Sharing Informasi (Kualitas Informasi) Pemerintah 

No. Informan Tanggapan Display Verifikasi 

 
1. 

Dinas Ketahanan 
Pangan (Ir. H. 
Andi Arsal 
Achmad) 
 
 

- Mengambil data dari dinas kemudian mencocokkan 
dengan data yang ada di BPS. 
 

- Biasanya terlambat rilis datanya karena petugas kami 
data data dari dinas biasa terlamabat masuk.  
 

- Ada laporan bulanan yang kita laporkan ke pak bupati 
melalu bapeda.  

 

- Informasi lengkap 
- Tidak tidak tepat 

waktu 

- Kualitas 
informasi 
rendah. 

2. Dinas Pertanian 
(Ir. H. Sunardi 
Nurdin, M. Si) 

- Kalau informasi luas lahan, produksi dan produktiviats 
itu kita kelaurkan sekali setahun, cuma biasa tidak tepat 
waktu keluarnya. Petugas lapangan kadang kewalahan 
dilapangan. Apalagi ini kita 27 kecamatan. 

- Ada laporan bulanan yang kita laporkan ke bapeda, 
nanti bapeda teruskan ke bapak bupati 

- Informasi lengkap 
- Tidak tidak tepat 

waktu 

3. Dinas Kesehatan 
(Dr. Hj. A. 
Khasma 
Padjalangi. 
M.Kes) 

- Survei indeks kesehatan yang kita laporkan setiap 
tahun. Itu wajib kita laporkan 

- Harus menunggu juga data data dari dinas lain.kadang 
tidak sesuai waktunya 

- Informasi lengkap 
- Tidak tidak tepat 

waktu 

4. Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- Dinas PU, tentang akses jalanan. Infrastruktur. 
Dibuatkan laporan setiap tahun. Misalnya jalanan 
rusak, atau ada jalanan terputus karena ada 
bencana alam.  

- Informasi lengkap 
- Tidak tidak tepat 

waktu 

5. Dinas 
Perdagangan 

- Setiap bulan ada laporan harga beras nasional. - Informasi lengkap 
- Tidak tidak tepat 

waktu 
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6. Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil & 
Menengah 
(Yusuf, S. Ip. 
M.H) 

- Selalu update laporan terkait jumlah UMKM. 
Perkembngan UMKM berapa yang lanjut berapa 
yang tidak lanjut. 

- Informasi lengkap 
 

7. Penyuluh - Informasi terkait program dinas, disampaikan 
sebelum program dilaksanakan 

- Informasi lengkap 
 

8. Bulog - Melaporkan setiap bulan tentang stok pasokan, 
kadang lewat dari waktu yang ditentukan 

- Laporan tahunan tentang stok pasokan beras 
tahunan daerah. 

- Informasi lengkap 
- Tidak tidak tepat 

waktu 

 
Lembaga Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1. Toko Tani Indonesia -  Laporan harga pangan di pasar s 
 

- laporan informasi stok pupuk bersubsidi 
setiap bulan 

- Informasi lengkap 
- Tidak tidak tepat waktu 

Kualitas informasi 
rendah 

2. LPP Bone -  -  
 
 
 
Community Based Organisation 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1.  Kelompok Wanita  Tani - Informasi terkait perkembangan kelompok 
wanita tani dilaporkan setiap bulan kepada 

- Informasi lengkap  
- Tepat waktu 

Kualitas informasi 
tinggi 



 253 

penyuluh 

2.  Gapoktan - Informasi terkait perkembangan kelompok 
tani, aktivitas kelompok tani dan kendala 
yang dihadapi dilaporkan setiap bulan 
kepada penyuluh. 

- Informasi lengkap  
- Tepat waktu 

3.  Gempita  - Informasi terkait lahan kosong serta 
informasi terkait tekonologi pertanian 
dilaporkan kepada dinas pertanian 

- Informasi lengkap  
- Tidak Tepat waktu 

 
 

4. Resource Exchange 
1. Ketersediaan Sumber Daya 

a. Pemerintah  

No. Informan Tanggapan Display Data Verifikasi 

1.  
2.  

Dinas Ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- Bantuan benih diberikan kepada 
kelompok sasaran,  

- Ketersediaan sumber daya dalam hal 
pelatihan karena ada tim penyuluh 
memberikan verfikasi 
&pendampingan. Serta adanya tim 
teknis dalam tingkat kabupaten dan 
kecamatan dalam hal pendampingan. 

 

- Ketersediaan 
Informasi  

- Peningkatan 
Kemampuan (Skill) 
melalui pelatihan 

- Tersedia Sumber  
Daya 

3.  Dinas Pertanian (Ir. 
H. Sunardi Nurdin, 
M. Si) 

- bantuan alat-alat pertanian, akan 
tetapi tidak semua anggota kelompok 
sasaran bisa mengoperasikan alat 
tersebut karena keterbatasan 
pemahan tentang teknologi. 

- Ketersediaan 
Teknologi Pertanian  

4.  Dinas Kesehatan 
(Dr. Hj. A. Khasma 

- pelatihan menyeimbangkan 
komsumsi gizi keluarga. Sosilisasi 

- Peningkatan 
Kemampuan (Skill) 
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Padjalangi. M.Kes) keanekaragaman pangan yang 
bergizi aman &  seimbang. 

melalui pelatihan 

5.  Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- Tersedianya Sarana Prasarana 
untuk Kelompok Tani. 

- Ketersediaan 
infrastruktur 

6.  Dinas Perdagangan - wadah pelatihan serta 
pendampingan  dalam 
pengembangan usaha pangan 
masyarakat. 

- Kurangnya informasi harga pangan 
pokok 

- Peningkatan 
Kemampuan (Skill) 
melalui pelatihan 

- Ketersediaan 
Informasi 

7.  Dinas Koperas, 
Usaha Kecil & 

Menengah (Yusuf, 
S. Ip. M.H) 

- Materi tentang pengolahan & 
pengemasan produk tersedia. 

- Peningkatan 
Kemampuan (Skill) 
melalui pelatihan  

- Ketersediaan 
Informasi 

8.  Penyuluh - pelatihan-pelatihan oleh tim 
penyuluh. 

- Peningkatan 
Kemampuan (Skill) 
melalui pelatihan 

9.  Bulog - stok beras dimasyrakat. - Ketersediaan 
informasi 

10.  Penyuluh  - Informasi Penyuluh - Informasi penyuluh 
ada & keterampilan 
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b. Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1 Toko Tani 
Indonesia 

- Penyedia dan pembeli pangan dari kelompok 
tani , Gapoktan ke  masyarakat  

- Memiliki kewenangan dalm penjualan pupuk 
bersubsidi 

- Ketersediaan informasi  - Tersedia 
Sumber daya 

2 LPP Bone - pelatihan terhadap perempuan agar mandiri. - Peningkatan Kemampuan (Skill) 
melalui pelatihan 

 
c. Community Based Organisation 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1 Kelompok Wanita  
Tani 

- Melakukan penanaman sayur-sayuran 
dipekarangan rumah  

- Memiliki pekarangan rumah yang bisa luas 
dan bisa dimanfaatkan 

- Memiliki pengalaman bertani 

- Ketersediaan Tenaga dan 
lahan 

- Ketersediaan kemampuan 
(skill) 
 

- Tersedia sumber daya 

2 Gapoktan - Menanungi beberapa kelompok tani 

- Memiliki pengalaman bertani 

- ketersediaan sumber daya 
manusia  

- Ketersediaan kemampuan 
(skill) 

 

3 Gempita  - Memiliki kemampuan memanfaatkan 
teknologi pertanian 

- Memiliki informasi lahan 

- Ketersediaan kemampuan 
(skill) dan informasi. 
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2. Kecukupan Sumber daya 
a. Pemerintah  

No. Informan Tanggapan Display Data Verifikasi 

 
1.  

Dinas Ketahanan 
Pangan (Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- Pendanaan hanya sebatas bibit atau 
benih dari APBD 

- Tidak semua kelompok mendapatkan 
bantuan 

 

- Keterbatasan 
anggaran dan bantuan 
bibit atau benih. 

- Ketidak Cukupan 
Sumber Daya 

2.  Dinas Pertanian (Ir. 
H. Sunardi Nurdin, 
M. Si) 

- Anggaran yang terbatas sehingga tidak 
semua kelompok mendapatkan. 

- Keterbatasan 
anggaran bantuan 

3.  Dinas Kesehatan (Dr. 
Hj. A. Khasma 
Padjalangi. M.Kes) 

- Tenaga kesehatan masih kurang 
- Puskesmas yang di daerah masih 

kurang 
 

- Keterbatasan tenaga 
kesehatan. 

- Keterbatasan sarana 

4.  Dinas Pekerjaan 
Umum (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- Jalan tani dan akses tani lainnya 
masih banyak kerusakan, masih ada 
sawah menggunakan tadah hujan 

- Keterbatasan 
infarsktruktur (akses) 
dan irigasi lahan. 

5.  Dinas Perdagangan - kurangnya anggaran terhadapat 
pelatihan usaha pangan 
masyarakat. 

- Ketidakmampuan dalam mengontrol 
tengkulak yang masuk ke 
Kabupaten  

- Tidam mampu mengotrol petani 
untuk tidak menjual padi ke 
tengkulak 

- Ketrbatasan 
anggaran 

- Keterbatasana 
kewenangan  

6.  Dinas Koperas, 
Usaha Kecil & 
Menengah (Yusuf, S. 

- Kurangnya anggaran dalam pelatihan 
–pelatihan kelompok tani sehingga 
tidak semua petani mendapatkan 

- Keterbatasan 
Anggaran program. 
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Ip. M.H) pelatihan 

7.  Bulog - Tidak memiliki hak untuk menaikkah 
harga ataupun menurunkan harga 

- Keterbatasan 
kewenangan 

8.  Penyuluh - Materi-materi dari Pelatihan-pelatihan 
yang diberikan masih kurang dipahami 
oleh kelompok sasaran karena waktu 
pelatihan juga kurang. 

- Keterbatasan waktu 

 
b. Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1 Toko Tani 
Indonesia 

-  Tidak memiliki kewenangan dalam menaikkan 
atau menurunkan harga pangan,  
 

- Keterbatasan kewenangan - Ketidak 
cukupan 
sumber 
daya. 2 LPP Bone - anggaran yang disediakan dalam pelatihan 

perempuan masih kurang  
- keterbatasan anggaran 

 
 
 

c. Community Based Organisation 
No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1 Kelompok Wanita  
Tani 

- Bantuan ayam sudah cukup namun, tidak 
diberikan peralatan lain dalam memelihara 
bantuan ayam tersebut seperti peralatan 
kandang. 

- Keterbataasan bantuan 
peralatan 

- Ketidak Cukupan 
Sumber Daya 

2 Gapoktan - Anggaran yang diberikan mengakibatkan 
tidak semua kelompok tani mendapatkan 
bantuan. 

- Keterbatasan anggaran 

3 Gempita  - Peralatan  & Anggaran yang diberikan - Keterbatasan peralatan 
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masih kurang  dan anggaran 

 

 
 

B. Kordinasi 
 

KordinasiStrategi Pemerintah 
No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1  Dinas Ketahanan 
Pangan(Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

-  -   

2  Dinas Pertanian(Ir. H. 
Sunardi Nurdin, M. Si) 

 -  

3  Dinas Kesehatan(Dr. Hj. 
A. Khasma Padjalangi. 
M.Kes) 

 -  

4  Dinas Perdagangan -  -  -  

5  Dinas Koperasi, Usaha 
kecil dan usaha 
menengah(Yusuf, S. Ip. 
M.H) 

-  -  -  

6  Bulog -  -  -  

7  Penyuluh -  -  -  
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Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1  Toko Tani 
Indonesia 

-  -   

2  LPP Bone -  -  
 
 

CBO 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1  Kelompok Wanita  
Tani 

-  -   

2  Gapoktan -  -  

3  Gempita  -  -  

 
Aliansi Pemerintah 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1  Dinas Ketahanan 
Pangan(Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

-  -   

2  Dinas Pertanian(Ir. 
H. Sunardi Nurdin, 
M. Si) 

 -  

3  Dinas Kesehatan(Dr. 
Hj. A. Khasma 
Padjalangi. M.Kes) 

 -  

4  Dinas Perdagangan -  -  -  
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5  Dinas Koperasi, 
Usaha kecil dan 
usaha 

menengah(Yusuf, S. 
Ip. M.H) 

-  -  -  

6  Bulog -  -  -  

7  Penyuluh -  -  -  

 
 
Non Pemerintah 

No Informan Tanggapan Display Verifikasi 

1  Toko Tani 
Indonesia 

-  -   

2  LPP Bone -  -  
 
CBO 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1 Kelompok Wanita  
Tani 

-  -   

2 Gapoktan -  -  

3 Gempita  -  -  
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Mutual Adjustment Pemerintah 

No. Informan Tanggapan Display Verivikasi 

1 Dinas Ketahanan 
Pangan(Ir. H. Andi 
Arsal Achmad) 

- adanya egosektoral pada masingmasing dinas 
- Penunjukan leading sektor untuk permasalahan 

ketahanan pangan dilakukan oleh bapak bupati 
selaku ketua dewan ketahanan pangan sebagai 
upaya untuk mengatasi egosektoral pada 
masingmasing dinas. 

- Adapun program kerja dinas ketahanan pangan 
adalah diversifikasi pangan 

- Dinas ketahanan pangan mengkoordinir dinas-
dinas terkait melalui rapat lintas dinas di 
sekretariat dinas ketahanan pangan membahas 
kondisi ketahanan pangan 

-  

- Adanya mekanisme rapat 
untuk melakukan 
penyesuaian-penyesuain 
dalam implementasi 
kebijakan ketahanan pangan 
yang terpusat di ketahanan 
pangan. 

Ada Mutual adjusment 

2 Dinas Pertanian(Ir. 
H. Sunardi Nurdin, 
M. Si) 

- adanya Egosektoral pada masingmasing dinas 
- Penunjukan leading sektor untuk permasalahan 

ketahanan pangan dilakukan oleh bapak bupati 
selaku ketua dewan ketahanan pangan sebagai 
upaya untuk mengatasi egosektoral pada 
masingmasing dinas. 

- Program kerja dinas pertanian adalah 
peningkatan produksi khususnya berupa 
tanaman padi, jagung, kedelai. 

- Pelatihan Petani & pelaku agribisnis 
- Menghadiri rapat lintas dinas terkait kondisi 

ketahanan pangan 
- Melakukan rapat internal dalam membahas 

program kerja terkait kebijakan ketahanan 

- dalam menyesuaikan 
permasalahan terkait 
impelementasi kebijakan 
ketahanan pangan ada 
mekanisme rapat lintas 
dinas yang diikuti. 
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pangan 

3 Dinas Kesehatan(Dr. 
Hj. A. Khasma 
Padjalangi. M.Kes) 

- adanya Egosektoral pada masingmasing dinas 
- Penunjukan leading sektor untuk permasalahan 

ketahanan pangan dilakukan oleh bapak bupati 
selaku ketua dewan ketahanan pangan sebagai 
upaya untuk mengatasi egosektoral pada 
masingmasing dinas. 

- Dinas Program kerja  Dinas Kesehatan adalah 
pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 
keluarga sadar gizi. 

-  

- Mengikuti rapat lintas 
dinas dalam 
melakukan penyesuain 
terhadap 
permasalahan 
implementasi kebijakan 
ketahanan pangan 
yang terpusat di dinas 
ketahanan pangan. 

4 Dinas PU (H. Askar, 
S.T., M.Si.) 

- adanya Egosektoral pada masingmasing dinas 
- Penunjukan leading sektor untuk permasalahan 

ketahanan pangan dilakukan oleh bapak bupati 
selaku ketua dewan ketahanan pangan sebagai 
upaya untuk mengatasi egosektoral pada 
masingmasing dinas. 

- Dinas Program kerja  Dinas Kesehatan adalah 
pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 
keluarga sadar gizi. 

- Mengahdiri rapat lintas dinas terkait 
implementasi kebijakan ketahanan pangan 

- Adanya mekanisme 
rapat untuk melakukan 
penyesuaian-
penyesuain dalam 
implementasi kebijakan 
ketahanan pangan 
yang terpusat di 
ketahanan pangan. 

-  

5 Dinas Perdagangan - adanya Egosektoral pada masingmasing dinas 
- Penunjukan leading sektor untuk permasalahan 

ketahanan pangan dilakukan oleh bapak bupati 
selaku ketua dewan ketahanan pangan sebagai 
upaya untuk mengatasi egosektoral pada 
masingmasing dinas. 

- Adapun program kerja dinas perdagangan 
adalah  pengembangan pasar dan promosi 

- Terilibat dalam rapat 
lintas dinas untuk 
melakukan 
penyesuaian 
implementasi kebijakan 
ketahanan pangan. 

-  
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Produk Daerah. 
- Adanya perwakilan dalam rapat lintas dinas 

terkait kondisi ketahanan pangan 

6 Dinas Koperasi, 
Usaha kecil dan 
usaha 
menengah(Yusuf, S. 
Ip. M.H) 

- adanya Egosektoral pada masingmasing dinas 
- Penunjukan leading sektor untuk permasalahan 

ketahanan pangan dilakukan oleh bapak bupati 
selaku ketua dewan ketahanan pangan sebagai 
upaya untuk mengatasi egosektoral pada 
masingmasing dinas. 

- Program kerja dinas Koperasi & UMKM adalah 
pembinaan peningkatan Promosi Produk  

- Selain kepala dinas yang hadir dalam rapat 
lintas dinas juga ada perwakilan. 

- Melakukan rapat internal dalam membahas 
kebijakan ketahanan pangan 
 

- Menghadiri rapat lintas 
dinas  

-  

7 Bulog  - Rapat internal 
- Menghadiri rapat lintas dinas di ketahanan 

pangan 

- Mengikuti mekanisme 
rapat lintas dinas 
dalam melakukan 
penyesuain terhadap 
implementasi kebijakan 
ketahanan pangan. 

-  

8 Penyuluh  - Berkoordinasi dengan berbagai dinas terkait 
dan lembaga terkait, lembaga yang mewadahi 
tim penyuluh yaitu BPP (Balai Penyuluh 
Pertanian). 

- Melakukan pertemuan Tudang sipulung 
dengan dinas kesehatan, dan dinas terkait 
lainnya, serta melakukan pertemuan pada 
tahun 2011-2016 dalam program Statita. 

- Mengikuti rapat lintas 
dinas yang diadakan di 
dinas ketahanan 
pangan dalam 
pembahasan terkait 
kebijakan ketahanan 
pangan. 
 

-  


